BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUUAS HULU
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan
Menteri Dalam Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
"y Pemerintah Daerah agar membentuk Badan Kesatuan
hm Bangsa dan Politik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
. Perangkat Daerah sebagaimana telah diubéh
, beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan
[ Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun
i 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja

ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
-Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
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Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubﬁk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ' d
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Iﬁmbarah
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan bangsa dan Politik;

Peraturun Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu.
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10.

11.

12.

l"emerintaha’n Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemeﬁnmhﬁn oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
‘Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan

unsur pembantu Bupati yang melaksanakan fungsi penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas
daerah dan badan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kapuas Hulu.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam

jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertenty
dengan keahlian masing-masing.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB
adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

D|p|nda| deng mSnner



BAB Il

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB I11
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pen;binaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi  kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢
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1)

pelaksanaan koordinasi divbidang pembinaan ideologi Pancasila

dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demckrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan
dan  pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan  ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah di
daerah;

pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik di Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri
dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesatuan Bangsa;

1
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Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan;
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional. )
2)  Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,
membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
pelaporan kegiatan Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;

b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ‘di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
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pemanuman.‘v pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan -
_ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

pelaksanaan fungm lain dan tugas pembantuan di bldang
Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Bupati sesua1

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat
Pasal 8

Sekretanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Badan;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
aset di lingkungan Badan; .

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain di kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
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Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
b, membawabhi :
a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan
anggaran,

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan
anggaran,

d. melaksanakan penyusunan laporan kinerja; dan

e. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi,
verifikasi dan pembukuan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Sub Bagian Program Anggaran dan Keungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program Anggaran dan
Keuangan;

b. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan indikator kinerja

Badan;

C. penyiapan bahan penyusunan Rencana program, kegiatan dan tata
usaha keuangan Badan;

d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran,;

»;
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Dipindai dengan CamScanner

i et 8 A s



e. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
f. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
Badan; _

g pengendalian dan penyusunan laporan kinerja dan keuangan
Badan '
h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbagian Program dan Keuangan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan
kearsipan,;

b. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol,

c. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta aset;
dan

d. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. penyelenggaraan urusan administrasi, pembinaan dan disiplin
aparatur; “

c. penyelenggaraan urusan di bidang kearsipan, pelayanan dan
informasi Badan;

d. penyelenggaraan urusan penatausahaan admnistrasi perkantoran

dan aset Badan,;
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pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan :
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(1)

(2)

Bagian Kelima

Bidang Kesatuan Bangsa
Pasal 16

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, ULhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan -

penanganan konflik.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan rencana operasional Bidang Kesatuan Bangsa;

penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama

11
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intelijen, pemanté.uan orang asing, tenaga kerja asing dan

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan

konflik di Daerah;

perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik di Daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di
Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serté
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga Kkerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik di Daerah,;
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(1)

(2)

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidahg
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan
penanganan konflik di Daerah;

pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan
pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 18

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf ¢ membawabhi :

a. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama,; dan

b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan

Bangsa.

Pasal 19

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,
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serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan di Daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi :

a.

pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama;

penyusunan program kerja Sub Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di
lingkungan Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama,;

pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama;

penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan

pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
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Pasal 21

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan penylapan bahan penyusunan program Kerja,
perumusan  kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai
fungsi :

a. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang
Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

b. penyusunan program kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik;

¢. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di
lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganahn
Konflik;

e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

f.  penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

8 penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan

h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik.
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Bagian Keenam

Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

ormas asing.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
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(1)

si;uasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

~pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politikﬂ
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/

pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di

wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,

pemantauan situasi polititk serta pendaftaran ormas,

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,

pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten

Kapuas Hulu; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 25

Bidang Politikk Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) hurufd membawahi :
a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri: dan

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
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Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maSiné'
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 26

Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Politik
Dalam Negeri;

b. penyusunan program kerja Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di
lingkungan Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Politik Dalam Negeri;

f.  penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Politik Dalam Negeri; '

8. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
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h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Politik Dalam Negeri.
Pasal 28

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan oOrmas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas

asing.
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Sub Bidang
Organisasi Kemasyarakatan;

b. penyusunan program kerja Sub Bidang Organisasi
Kemasyarakatan,

c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di
lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala

Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub
Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang
Kemasyarakatan.

Organisasi
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 30

(1) Unit Peiaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis ‘[
penunjang badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa %

kecamatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara,
merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah

daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan  teknis tertentu  berdasarkan keahlian dan
keterampilan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang
jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan
keterampilan tertentu.

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional

berada dx bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
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(4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan ;
“fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan |
Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan. |

BAB IV |
JABATAN PERANGKAT DAERAH .

Pasal 32

Jabatan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas :

a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.

b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon llla.

c. Kepala Bidang merupakan jabatan stru ktural eselon !IIb.

d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural
eselon [Va.

e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian
Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Badan

merupakan jabatan struktural eselon IVb.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 33

Pengaturan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

(1) Pelaksanaan program  berdasarkan tugas desentralisasi

dll?ebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Kapuas Hulu.
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Pelaksanaan ;

S program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas
an menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN),

La .
Ptz‘an pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas
m in di : '

pe 3 antuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga

wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan

struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai

dengan tugas dan fungsinya
(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaksanakan

tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikar,

mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja
kepada bawahannya.

(3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan fungsi
pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Lon
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Bagian Kedua
Laporan

Pasal 36

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan !
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati ;
melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan. J“
Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program
pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah tersendiri.

(3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabﬂités
Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun
sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau
keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang
diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan
evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan

kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

(1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan
Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
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(3)

(4)

(S)

(1)

Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang
baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi
penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah.

Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi p
yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang

enataan organisasi Badan

organisasi.

Dalam rangka pembinaan dan

Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di
pedoman dan petunjuk

pengendalian organisasi Badan,
bidang

kelembagaan memberikan arahan,
teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring

dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sepanjang
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing dan diberikan hak-hak kepegawaian

sampai dengan adanya penetapan, pelantikan dan/atau

pengukuhan yang baru oleh Bupati.

(2) Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan

lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

24
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BAB x

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ki
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seti an
S ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang i
u * 4 ’
ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Oktober 2020
-jr BUPATI KAPUAS HULU,”\ f
4AM. NASIR
Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN UAS HULU,
(
\
MOHD. ZAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

NOMOR 68
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